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| MMLHLNTAH PROPINSI DARRAH PTHGKAT T JAVA TENGAH

. DIREKTORAT SOSIAL POLITIK %
' j&

J1l. Menteri Supeno ﬁb. 2 Semarang Telepon: 414205

Perpustakaan Unik

Semarang, -7 SePt 55

Nomer 3 070/8P37 ; TE /95 - - KLPADA Y9H :
sifat : ' ' ELTUA BAPTEDA FPROPINSI
Lempiran : DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAI
Perihal : Ijin Penelitian. ' JL. FEMUDA NO. 132

~ DI -

SLEARADNG,

* ksmbaca surst Dekan Unika Soeglaopranoto Semarang i)
7., 2. 02/044/UES 05/V/95 tanggal 8 Mei 95 tentang maksud ﬁi;él -
WOLFLIDUS CATUR S akan mengadekan Penelitisn dengan judul o 3.
. FERADTILAN TATA USAHA NiGARA DITIRJAU DﬂRI UU RI MO. 14 TAHUN 197
untuk skripsi

Kodia Semarang ]
7 Sept S/D 6 Des 95
HZMRICUS S, SH L.

Lokasi '
Vaktu
Penanggung jawab

Dengen inl kami menyataken tidak Lksberatan untuk di”;H
berikan Ijin Ressarch/Survey/Pen51i$ian kepada- pihak yeng
berkapentlngan dengan mamatuhi semua pexatur&n aan parun~
dangan yang berlaku.

Setelah yang bersangkutan menyelesaikan Thesis/SkTip-
:si/Karya Pulig/Iaporan penelitiannys dslam bates waktu &e
lambat-lembatnya 1 (satu) bulan, segers menyerahksn hasil

. nya kepada DIBZKTORAT SOSTAL POLITIXK PEMuRINTAH PROPINSI
DAERAT TINGKAT I JAWA TENGAH dan BAFFLDA PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH, e

Dalam pelaksanaan tersebut diwajiblkan ikut membantu
keamznan dan ketertiben umum mssgyarakat can mentasati tate -
tertid sexrta ketentuan-ketentusn kekhidupan yang  berlaku
di dzerah gehempat......

—

1?&:34;.& DIREKTORAT sos:w_ PORITIK
. dﬂfﬁOPIﬁBI DAERAH TIRGIAT I
:",t}’,f o JAWA TENGAH
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BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515692 Fax. 546802
SEMARANG 50132

Perpustakaan Unik

- et e bl ETCA I PP T WL IV RULY W T T i it Bt ket W il B 2 N k] K b e P PPV v

Semarang, 7 September 1995

Kepada Yth. :
or :R/5391/P/IX/1995
piran : 1 ( satu) lembar.
1l : Pemberltahuan tentang WALIKOTAMADIA KDH TK II
Pelaksanaan Research/ SEMARANG

Survey.

Menarik Surat Rekomendast Research / Survey BAPPEDA Tingkat | Jawa Tengah, tang-
gal 1 ... 7.September 1995 . . Nomor  : R/5391/P/IX£1995...... dengan ‘

hormat kami memberitahukan dalam Wilayah Saudara akan dilaksanakan Research / Survey

atas nama \

WOLFRIDUS CATUR SULISTYO

Dengan maksud tujuan sebagaimana tersebut dalam su}at Rekomendasi Research / Survey
BAPPEDA Tk 1 Jateng { terlampir . .

Besar harapan kami, agar Saudara mengambil langkah - langkah persiapan seperlunya,

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

AN. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAFERAH

b. Kabid Litbang
7 oROPI e POW

MBUSAN Kepada Yth. : |

-~ Pembantu Gubemur Untuk
Wilayah
Semarang




PEMERINTAH PROPINSI ‘DAERAH TINGKAT | JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

JI. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802
SEMARANG . 50132

P

e e T M —-

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY.
Nomor : R/5391/P/1X/1995

L DASAR : Surat Gubermur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor :
Bappemda/345/VIlI/72.

. MENARIK : L Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Tengah

tgl. ....7.Septembar 1995 ... no. 070/ . 80372£IX/95. owcrun
2. Suratdari ..Dekan Unika Soegijoprancto Semarang . .. . .
tgl. ....8.Mei. 1995 nomor : .Ba2.02/044/1KS..05/V/95

Ill. Yang bertanda - tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Propinsi Daerah Tingkat [ Jawa Tengah { BAPPEDA TINGKAT 1| ), bertindak atas nama
Gubernur Kepala Daerah Tingkat | Jawa Tengah, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas

pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat [ Jawa Tengah yang
dilaksanakan oléh

1. Nama . WOLFRIDUS CATUR SULISTYO

2. Pekerjaan : Mahasiswa

3. Alamat : Jl. Karang Rejo V/11 A Semarang
4. Penanggungjawab : Henricus S, SH MH :

5. Maksud tujuan

Untuk skripsi dengan judul ;

research/survey I'! EKSISTENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DITINJAU DARI
UNDANG=UNDANG RI NO 1% TAHUN 1970 ¥
6. Lokasi - . Kodig Semarang

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut

a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat
mengganggu kestabilan Pemerintah.

b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden. harus terleblh da-
hulu melaporkan kepada Penguasa Daerah seternpat.

. ¢ Setelah research / survey selesai. supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA
TINGKAT 1 Jawa Tengah.

IV. Surat Rekomendasi Research/Survey ini berlaku dari :

Dikeluarkandi : SEMARANG

Pada tanggal : 7 September 1995
A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
[BUSAN : ' KETUA BAPPEDA TINGKAT |
iakorstanasda Jateng / DIY. PROP; UB
apolda Jateng. _ /‘@b" BANG
adit Sosnol Pemerintah Pron. Dati §.Jatena & B Sie PPW

Perpustakaan Unik



VGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG '©.

Perpustakaan Unik

JL. ABDULRAHMAN SALEH NO, 88 TELP. 607413
SEMARANG - 50145

SURAT - KETERANGAN

NOMOR : W9.D.PTUH.KP.08.10- 244 .

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengsn
ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa

Nama ¢ WOLFRIDUS CATUR SULISTYO
Nim/Nirm : 91,20.794/91.111,0100.50083
Fakultasg : Hukum.

Alasme t : J1. Karang Rejo V/II A Semarang.

Telah selesal melakukan riset/penelitisn di Pengadilan
Tata Usaha HNegsra Semerang yang dlpandu oleh Sdr.RATNA HAR -
HANI, SH Hekim Pengadilan Teta Usaha Negara Semareng.

Demlklan Surat Keterangen ini dapat dipergunakan seba-
gal salah satu ayarat untuk menyeleseikan penyusunan SKRIPSL
di Feakultas Hukum Universitas Katollk Soegijaprenata Semarang.
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PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT | JAWA TENGAH |y
DIREXKTORAT SOSIAL POLITIK Perpustakaan Unik

JI. Taman Menterl Soepeno No. 2 Telepon : 414205
SEMARANG

21 Nop 1 .
: OTO/C@/E“E«/XI/H 995. Semarang, @995
- Kepada:
: Ijin Penelitian. Yth. CGUBIRNUR DKI JAKARTA
it .
JAKARTA,

UP. KADIT SOSPOL

Menunjule surat cfari @ Dokan Fek, Huloum UNIKA SOEGIJAPRANATA Semarang
tanggal : 16 Nopember 1995
Nomor : B.2.02/282/UKS8,05/X1/1995
Bersama ini diberitahukan bahvea : .
Nama . 'WOLFRIDUS CATUR SULISTYD - ' ‘
Alamal eI Karangrajo V / 11 A Semarang |
Pekcrjaan : Mghasliswa
Kebangsaan @ Indonesia
Bermaksud mengadakan penclitian. / Survey / Research / KKM / KKN / KKL /PKL / PKN ‘
Judul - : " EXSISTENSI PERADILAN TATA USAHA NECARA DITINJAU DART UNDANG-UNDAN

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1970 ",

Penanggung Jawab : Henricus Sanyotohadi, SH. M. ' '

4

Sponsor o — :
Lokas] : DKI JAKARTA !
: 1

Waktu : 21 Nop s/d 20 Peb 1996 :

Penclili wajlb mentaali peraturan ¢an tala terlib yang berlaku didaerah setempat.

Demikian harap menjadikan perhaiian dan maldum.

An. Gubernur Kepala Da_era'h-'['lngkl_ﬂ.I '
Jawa Tengah .
ala Direktorat Sosial 'PIItII-g: -

.epada Vih. |
peda Prop. Jaleng. e Nl T
Kodam IV Diponegoro. A, T
Polda Jaleng.




ibusan ;
Wapub Bid. Pemerintahan

' JAVA RAVA

T PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DIREKTORAT SOSIAL POLITIK ...

s "\ % .
JI. Medan Merdeka Selatan 8 - 9 Telp. 3792871 % 1} ?,,:erp““akaa“ Unik

JAKARTA T

——————— e —— T ——

NOTA DINAS
NOMOR : .7/ « .7 .0

Yang tertharmat @ Kepala Biro Bina Tata Pemerintahan
Dari :  Direktorat Sosial Politik
Perihal :  Penelitian

Schubungan dengan surat :

= T gy e
Podloorospok Thternir Jirgohud Do Jana lanud
LJ

Lae DFC/MCAT T tanmal 24 .F:'op. 1'-’m Terinal Cenelibina,

Nama ; .'.'.,':.,.._...;.’...J.,:.‘....r.}._....'.‘-...i,.'..:.;:.'.]..?;;....'-..;.".; ...........................................................
Alamat JAEERT o) Vi Yo [ A Sy T U . TR,
Pekerjaan ] N IO e i S T o SO [ I
No. Mahasiswa R E R atert: | (Nl SRR TS oM, T, "
Tingkal SREPREN JUOORE £ Lo ol OO TR W
Fakullas : SO (ST | e LY S TN SRR
Tujuan T NEeadizioncdangan ot kaiofansdlReraiioan
cafacMsahacdlasnraaidiiing Dol Indang =R g
BESMARE R o e ey NG Ia RGN R AR T
Lamanya : B A .« . c ..o 0 0 R e L e
Peserta N 00 @ B N N, e ... L WA
Lokasi : e "
Penanggung Jawah R Q U0 et e AT S g

Setelah meneliti seperlunya surat permohnnnn dan herkas lumpiran yang dinjukan kami tidak

berkceheratan dilakukannyn .. LTy ATt . PERPT. PPy e, SPpam: v o

dimaksud, sepinjang dlpl.nllhlll}'l kl.lullu.m dan persyaritan sbh

. Setelah sclesai melakukan penelitian harap segera melaporkan hasilnya kepada Gubernur KDKI
Jukarta Cy. Dircktoral Sosial Pulitik.
Bila sampai ditempal penclitian terlebih dahulu melapor Kepada Aparat Pemerintahan selempal.
Mematuhi segala peraturan yang berlaku didacrah sctempat.

4. Tidak dibenarkan melakukan peneliian yang tidak ada kaitannya dengan judul penclitian
dimaksud.

Demikian disampaikan untuk menjadi bahan lebih lanjut.

~Jakarta 27-Novamber... 1995
KEPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

DKI1 JAKARTA
U.h.
KEPALA SUB. DIT.KETERTIBAN UMUM

p—]

Emmm Nz
u*hﬁéﬂL wounk2))



PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA N(_) 0 0 2 4 2 7
Ji. Medan Merdeka Selatan No, 8.9 .
JAKARTA

SURAT-KETERANGAN
No. 106/X [S8V/Pem/19.35

Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta menerangkan bahwa sesuai dengan permo-
honan dari Kadit Sospol Daerah Tingkat I Jawa Tengah nomor :070/10182/
XI/ tanggal 21 November 1995 dan Rekomendasi Ka. Dirat Sospol DKI
Jakarta nomor :228/-1.851.8 tanggal 27 November 1995,

Nama : WOLERIDUS CATUR SULISTYO
Pekerjaan : Mahasiswa

No. Mahasiswa : 9120794

Alamat : JL,. KARANGREJO V/II A SEMARANG

adalah Mahasiswa pada : FAK. HUKUM OUNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG.
mulai tanggal ; 27 NOVEMBER 1995 S.D 27 FEBRUARI 1996.
akan mengadakan Penpumpulan Data dalam rangka penulisan SkripsifDisertasi/Thesis/Makalah/
Tugas Mata Kuliah tentang : " EKSISTENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI

TINJAU DARI UNDANG-~UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR, 14 TAHUN 1970 ™.

Lokasi penelitian ;: PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA.

Dengan ketentuan :

1. Kepada para Kepala Wilayah (Walikota, Camat) dan Kepala Kelurahan serta Instansi/Lembaga/
Badan dan RT/RW setempat, diharapkan agar memberikan bantuan yang diperlukan dengan
catatan apabila menyangkut Data-data ke-Wilayah-an, Saudara tersebut diatas sebelum melaksa-
nakan tugasnya harus memberitahukan terlebih dahulu kepada Walikota, Camat dan Kepala
Kelurahan vang bersangkutan.

2. Pemegang Surat Keterangan tersebut diatas sesudali menyelesaikan tugasnya diminta untuk
menyampaikan laporan tertulis hasil pelaksanaan Pengumpulan Data dimaksud {Skripsi) ke-
pada Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta c¢.q. Biro Bina Tata Pemerintahan, Jalan
Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Blok G Lantai 10. SELAMBAT-LAMBATNYA TANGGAL
27 MARET 1996.

Jakarta, 27 NOVEMBER 1995

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
3 A BEPINCOTA JAKARTA
©spina Tata Pemerintahan,

ARIFIN,
470007902

SH

Perpustakaan Unik



ADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA Perpustakaan Unik
JI. Angkasa I/24 Halim Perdanakusuma
Telepon : 8097286
Jakarta Timur (13610)

SURAT ~ KETERANGAN
' Nomor : W7ePTUleJdKTe MaOLelOs 433 ¢1995

Yang bertenda tangan dibawsh ini Panitera / Sekretaris
Fengadilan Tata Usgha Negara Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa —

N a n =a W, CATUR SULISTYO

Nomor Induk Mahaslswa ¢ 91206794
Fakultas / Jurusan : Huk umy Universitas Kabolik Soegljapranata.
Alamat : Karangrejo V/1l & Semarang.

benar telah melakukan riset pada Pengadilan Tabta Uszha Negara Jakarta —
selama 2 ( dua ) hard ; tanggal 28 , 29 Nopember 1995,

Demikian surat keterangan ini dibust untuk dapat dipergunakan —
sebagaimana mestinyas

Jakarta, 30 Nopember 3995.

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

o —

,mxpmm / SEKRETARIS,
&
{
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Perpustakaan Unik

Jakayrta, -23 Mei 1991

or
piran .
-ihal Pelaksanaan Putusan -

- sﬂun buwu

e T T
" L2 . N .

ls—_t/?'/ /1/1991 ." Kepada ¥Yeh.

1. sdr., Para Menterl Kab:net

Pengadilan Tata Usaha _ Pemb?ﬂ??ﬂ?“ ?73:“
Negara. S S 2. Sdr. Jaksa Agung, .

3, Ssdr. Gubgrnﬁr Bénk Indoneéia,
4. sdr. Sekretaris Jenderal

‘Lembaga TertxnggJ/Tlngg:
Negara, man

5. Sdr. Para Pimpinan Lembaga
_ Pemerintah ton Departemen,
5 ) 6. Sdr. Para Gubernur" Kepala

: . Daerah Tingkat I~
djé." " LR
T.empat, -

Seperti dimakluini, deéngan Peraturan - Pemerintah Nomor 7

- Tahun 1991 sejak 14 Januari 1991 Undang-undang Nomor: 5 Tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan diterap~
k n di scluruh wilayah Republik Indonesia. Beberapa- waktu se-
lah itu mulajlah timbul -gugatan-gugatan' Yata, -‘Usaha Negara

y ng dJajuPan kepada Pengadilan Tata Usaba Negara yang telah’

~ dibentuk di beberapa-tempat. Sebahagian dari gugaLan—guguLan

tersebut setelah melaluj prosedur penyaringan,:telah mulaj di
sidangkan dan di antaranya telah menghasilkan Penctapan atau
Keputusan scela dari Pengadilan yang berisi pefintah kepada Pe-
-abat Tata Usaha Negara yang bersangkutan untuk --menunda pe-
laksanoan Keputusan Tata Usaha Negara yang dJPeluarkarmya sam-
(ra) perkaranya deuLUb olah Pengad:lan dan mempunya: kdﬂntm1
hukum yang pasti, -

B Namun dLkaJdn Lbagujmanu tersiar ‘@i selientara’ me-
dia masa, perintah Pengadilan tersebut tidak térlaksang. sesuaj
Putusan Pengadi lan.. Hal inj engundang bBerbagai. epini. di ka-
LALYaNn mdﬂyuLdde yany mcuniwbulkian kesap babwa Aparatur Ne- .
gara sebagai Pejubat. Tata Usaha Neyara ‘tidak n:ﬂq:ndawuu: dan
melaksanakan Keputusan Pcngad:lan, bertindak, sewenang-wenang
selungga kehadiran' Pergdilan. Tata Usaha Hegara dJrasakan ti-
Jak ada manfaatnya. Keadaan demikian tentunya ' -~ tidak me -
mguntungkan bagi penegakan wibawa Badan Perad:lan Tata Usaha
Negara dan upaya penc:ptaan ApatdlUI Neqara yang bersilhi dan

Coserhubung ...
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|f } Perpustakaan Unik
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MENTERD NEG ARA
AGUNAAN AT '\RATUR NEGARA

R

Berhubung dengan jtu kami mohon kiranya Saudara da

pat mengingatkan kepada para Pejabat Tata Usaha Negara . d)
lingkungannya masing-masing, untuk membantu kelancaran dan
xeberhasilan Peradilan, Tata Usaha Negara dalam melaksanakan_
tugasnya yang sudah menjadi komitmen nasional, uuuthu hen-
daknya Pejahat Tata Usaha Negara yang d:gugat ‘membantu ke-
lancaran proscs penyelesaian perkara gugatan dan melaksana-

kan Putusan atau Penetapan Pengadilan dengan sebaik - bajknya.
Selanjutnya apabila Pejabat Tata Usaha Negara yang bersang-
kutan tidak mengindahkan,Putusan atau Penetapan Pengadilan,
hendaknyn atasan dari Pejabat tersebut melakukan peneguran

dan memerintahkan untuk pelaksanaannya. Dalam hal - Pejabat

Tata -Usaha Negara yang bersangkutan merasa keberatan atas
Putusan Pengadilan atau khiisusnya di bidang kepegawajan . ti-

dak dapat melaksanakan Putusan Pengadilan bajk untuk seba-

N . hagian atau seluruhnya, karena keadaan yang sudah berubah,
‘ hendaknya "ditempuh prosedur dan upaya-upaya. hukum yang ter-
l 1edJa dnlam Unclang undang Lentang Peradj lan Tata Usaha Nagara.

SLhubungan dengan pember:taan dalam medJa masa “se-
bagaimana tersebut di. atas dan pemberitaan-pembexitaan yang
mungkin ada dikemudian hari ydng menyangkut pelaksanaan Pe-
radJJan Tata Usaha Negara dan dirasakan kurang memberikan
.faktT yang sebenarnya, seyogyanya Pejabat Tata Usaha Negara
yangd bersangkutan, memberikan tanggapan atau pen)elasan,_da-
lam media yang bersangkutan. - e _ - N I

Lenr—

Demikian, ‘atas perhatian Saudara Menter; dan r pata
pejabat tersebut d¢j aLas, djucapkun Lerjmakusih ’

-nteri Negara A -
dayagunaan Aparatur Ncqara,

e

CDLZ] — fEOcmoar - ., - .
b N L TR TR,

TacamAe

Py



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIEK INDORESIA

ROHOR 7 TAHUN 1891
TENTANG

PENERAPAN UNDANG NOHOR 5 TAHUR 1886 TENTANG PERADILAN

Mengingat

TATA USAHA NEGARA

PRESIDEN REPUBLIE INDONESIA

. bahwa berdasarkan Pasal 145 Undang-Undang

Nomor 5 Tuahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, perlu adanya Peraturan Pemer-
intah wuntuk menerapkan berlakunya Undang-
undang tersebut secara efekti.

. bahwa serana dan prasarana yang diperlu-

kan wntuk menyelengdgarakan peradilan di
lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara
telah tersedia;

. bahwa berdasarkan pertimnbangan ' tersebut

pada huruf a dan b perlu diterapkan
Peraturan Pemerintah tentang. Penerapan
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1886 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara;

. Pasal Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1845:
. Undang—undang HNomor 14 Tahun 1870 tentang

Eetentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan
Eehakiman (Lembaran Negara Tahun 18970 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
Undang-undang Nomor 14 Tahun 18985 tentang
Mahkamah Agung )lembaran Regara Tahun 1985
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3316);

. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 +tentang

Peradilan Tata Usaha Negara {(Lenbaran
Negara Tahun 1986 HNomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3344).

J7 e
)

S

Perpustakaan Unik
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Perpustakaan Unik

HEMUTUSEKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOHOR 5 TAHUN
1986 TERTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA.

Pasal 1
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1886 tentang Peradilan
Tata Ussha Negara dinyatakan nulai diterapkan secara
efektif di seluruh wilayah Indonesia sejak berlakunya
Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2
Peraturan Pemerintah ini wmulai berlaku padsa tanggal
ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkean
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tangdal 14 Januari 1991
PRESIDEN REPUBLIEK INDONESIA

ttd

SOEHARTDO
Diundangkan di Jakarta -
Pada tanggal 14 Januari 1991
MENTERI/SEERETARIS REGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

HMOERDIONDO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIEK INDONESIA TAHUN 1991 NOMOR 8

)



PERATURAN

PEMERINTAH REPUBLIE INDONESIA

HNOMOR 43 TAHUN 1991
TENTANG
GARTI RUGI DAN TATA CARA

PELAKSANAANNYA PADA PERADILAN

TATA USAHA NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA

Menimbang : a.

Hengingat : 1.
2.

bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor
5 Tahun 1888 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, dan telah dinyatakannya oleh
Peraturan Pemerintah HNomor 7 Tahun 1891
bahwa Undang—undang tersebut mulai
diterapkan secara  efektif, terdapat
kemungkinan adanya putusan Peradilan Tata
Uszha Regara yang berisikan penbebanan
ganti rugi; -

bahwa oleh karens itu, sebagai pelakssnaan
Pasal 120 Ayat (3) yang berhubungan dengan
Pasal 87 Ayat (10), dan Pasal 117 Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1986, perlu menetapkan
Peraturan Pemerintah tentang Ganti Rugi dan
Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan
Tata Usaha Regara.

Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1345;
Undang-undang Nomor & Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata usaha Negara (Lembaran
Negara Tahun 18986 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3344).

HEHUTUSEAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TENTANG  GANTI RUGI DAN TATA CARA

e
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PELAKSANAANNYA PADA PERADILAN TATA USAHA
NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pagal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan
dengan :
1. Ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang kepada orang

(1).

(2).

(3).

atau badan hukum perdata atas beban Badan Tata Usaha
Negara berdasarkan putusan Pengadilan Tats Usaha Negara
karena adanya kerugian materiil yang diderita oleh
penggugat.

. Kompensasi adalah pembayaran sejumlah uang kepada orang

atas beban Badan Tata Usaha Negara oleh karena putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara di bidang kepegawaian
tidak dapat atau tidak sempurna dilaksanakan oleh Badan
Tata Usaha Negara.

BAB Il
GANTI RUGIK

Pasal 2 _ :
Ganti rugl yang menjadi tanggung jawab Badan Tata
Usaha Hegafa Pusat, dibebankan pada Anddaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ganti rugil yang menjadi tanggung jawab Badan Tata
Usaha Negara Daerah, dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Beianja Daerah (APBD).
Ganti rugi yang menjadi tanggung jawab Badan Tata
Usaha Negara di luar ketentuan Ayat (1) dan Ayat (2),

menjadi beban keuangan vang dikelola oleh badan itu
sendiri.
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(1).

(2.

(1).

(2).

Pasal 3

Besarnya gdanti rugi yang dapat diperoleh penggudat
paling sedikit Rp 250.000,00 (dua ratus 1lima puluh
ribu rupiah), dan paling banyak Rp 5.000.9000,00 (lima
juta rupiah), dengan memperhatikan keadaan yang
nyata,

Ganti rugi vyang telah ditetapkan dalanm putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Jumlahnya tetap dan
tidak berubah sekalipun ada tengdang waktu antara
tanggal ditetapkannya putusan tersebut dengan waktu
pembayaran ganti rugi.

Pasal 4
Tata cara pembayaran ganti rugi sebagaimana dimsksud
dalam Pasal 2 Ayat (1) diatur lebih lanjut oleh
Menteri Keuangan.
Tata cara pembayaran ganti rugi =ebagaimana dimaksud
dalamn Pasal 2 Ayat (2) diatur 1lebih lanjut oleh
Menteri Dalam Negeri.

] Pasal 5
Pelaksanaan penmbayaran ganti rTugi - sebagaimana

dinaksud dalam Pasal 2 Ayat (3) dilakuksan oieh nasing-
nasing pimpinan badan yang bersangkutan.

(1)

(2)

Pasal b
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berisikan
kewajiban pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 dikirimkan kepada para pihak oleh
Pengadikan Tata Usaha Hegara yvang menetapkan putusan,
paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah
putusan tersebut ditetapkan.
Apabila putusan Pengadilan sebagaimana dimaksnd dalam
Ayat (1) ditetapken oleh Pengadilan Tinggi Tats Usaha
Negara atau oleh Hahkamah Agung, maka putusan
tersebut dikirimken pula kepada Pgngadilan Tata Usaha
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Negara tingkat pertana.

Pasal 7

(1) Pernintaan pelaksanaan putusan Pengadilan, diajukan
oleh pihak yang bersangkutan kepada Badan Tata Usaha
Negara dalam jandka wakiu paling lambat 30 (tiga
puluh) hari sejak tanggal penerimaasn salinan putusan
Pengadilan.

(2) Badan Tata Usaha Negara yang menerima permintaan
sebagainana dimaksud dalam Ayat (1), memberitahukan
kepada pihak yang mengajuken permintaan terssbut.

(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2)
disampaikan melalui surat tercatat dalam tenggang
waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan
permintaan tersebut.

Pasal 8
Apabila pembayaran ganti rugi tidak dilaksanakan
oleh Badan Tata Usaha Negara dalam tahun anggaran yang
sedang berjalan, maka pembayaran ganti rugi dimsksudkan
dan dilaksanakan dalam tahun anggaran berikutnya.

BAB II11
KOMPENSASI

Pasal 9

Dalan hal pntusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang
menyangkut rehabilitasi tidak dapat atau tidak dapat
dengan sempurna dilaksanakan, maka Badan Tata Usaha Negara
yang bersangkutan dalan tenggang waktu 30 (tiga puluh)
hari sejak diterimanya putusan Pengadilan, memberitahukan
perihal tersebut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang
menutus di tindgkat pertama dengan tembusan kepada
pengdugat.
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Pasal 10
Pendgugat dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari
setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimasksud dalam
Pasal 9, dapat mnengajukan permohonan kepada Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara adgar tergugat dibebani
kewajiban untuk membayar kompensasi. '

Pasal 11
Eetua Pengadilan Tata Usaha Negara setelah menerima
permnohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, memanggil
Badan Tata Usaha Negara dan penggugat untuk mengupayakan
tercapainya kesepakatan besarnya jumlah kompensasi.

Pasal 12
Apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara tidak
dapat mengupayakan tercapainya kesepakatan sebagaimana
dimaksud dalam Passl 11, maka Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara setelah mempertimbangkan kepentingan kedua belah
rihak menetapkan besarnya kompensasi.

Pasal 13

(1) Apabila salah satu atan para pihak tidak dapat
menyetujui besarnya kompensasi vang ditetapkan oleh
Eetua Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana
dinaksud dalam Pasal 12, maka dalam tenggang waktu 30
(tiga puluh) hari sejak diterimanya ketetapan tersebut
pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan kepsde
Mahkamah Agung untuk minta ditetapkan kembali besarnya
kompensasi.

(2) EKetetapan Hahkamah Agung mengenal besarnya kompensasi
merupakan ketetapan akhir dan dalam tendgang wektn 7
(tujuh) hari setelah ditetapkannya ketetapan tersebut
dikirinkan kepada para pihak dan Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara yang memutus tingkat pertama.

e
)
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Pasal 14

(1) Besarnya kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 paling sedikit Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
dan paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah),
dengan memperhatikan keadaan yasngd nyata.

(2) Besarnya kompensasi yang telah ditetapkan oleh Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara atau Mahkamah Agung
jumlahnya tetap dan tidak berubah =ekalipun ada
tenggang waktu antara tanggal ditetapkannya ketetapan
tersebut dengan waktu pembayaran kompensasi.

Pasal 15

(1) Segera setelah menerima ketetapan Mahkamah Agung
tentang besarnye kompensasi, Ketua Pengadilan Tata
Usaha HNegara meminta secara tertulis agar Badan Tata
Usaha Negara yang bersangkutan melaksanakan pembayaran
kompensasi tersebut.

{(2) Tembusan surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam
Ayat (1) diberitahukan kepada pengdugat.

Pasal 18
Apabila pembayaran kompensasi tidak dapat
dilaksanakan oleh Badan Tata Usaha Negara dalan tahun
angdaran yang sedang berjalan, maka penbéyaran- kompengasi
dimaksudkan dan dilaksanakan dalam tahun angdaran
berikutnya.

BAB IV
KETERTUAN LAIN

Pasal 17
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yvang
nenbebankan ganti rugi kepada Badan Tata Usaha Negara,
tidak mengurangi hak negara untuk wmenjatuhkan sanksi
administratif terhadap Pejabat - Tata Usahi Negara
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

S

|

S
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BAB ¥
EETENTUAN PENUTUP

Pasal 18
Peraturan Pemerintah ini dapat disebut Peraturan
Pemerintah tentang Ganti Rugi Tata Usaha Negara.

Pasal 19
Peraturan Pemerintah ini w»ulai berlaku sejak
tanggal diundangkan. |
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundan-
gan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dslam
Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Juli 1891
PRESIDEN REPUBLIEK IKDORESIA

ttd

. SOEHART.O
Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Juli 198

Perpustakaan Unik



KEPUTUSAN

PRESIDEN REPUBLIEK INDORESIA

ROMOR 52 TAHUN 1890

TERTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN

TATA USAHA NEGARA

DI JAKARTA, MEDAN, PALEMBANG, SURABAYA DAN

Kenimbang :

UJURG PANDANG

PRESIDEN REPUBLIEK INDORESIA

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat

(1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
Pengadilan Teta Usaha Negara pada dasarnya
perlu dibentuk di setiap Kotamadya atau
Ibukota EKabupaten;

. bahwa Pengadilan di 1lingkungan Peradilan

Tata usaha Negara merupakan lembagda vyang
baru dalam tatanan hukum Indonesia, dan
penmbentukannya memerlukan perencanaan serta
persiapan yang sebaik-bailiknya, sehingga
pelaksanaannya perlu dilakukan secara
bertahap;

. bahwa untuk tahap pertama, dengan

mnemperhatikan penerataan kesempatan
nemperoleh keadilan dan perlindungan hukun
serta untuk texrcapainya penyelesaian
perkara secara Sederhana, cepat, tepat dan
dengan biaya vang terjangkan oleh
nasyarakat, dipandang perlu- membentuk
Pengadilan Tata usaha Negara vang
berkedudukan di Jakarta, Medan, Palembang,

" Surabaya, dan Ujung Pandang:
. bahwa sehubungan dengan pertinbangan

tersebut dan sesual pula dengan ketentuan
Pasal 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986

A

|

S

Perpustakaan Unik



Mengingat :

Menetapkan:

1.
. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang

S
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tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka
perlu menetapkan permbentukan Péngadilan

Tata Usaha Negara di Jakarta, Medan,

Palembang, Surabaya, dan Ujuhg Pandang

dengan Keputusan Presiden. '

Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
Eetentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan

(Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);

. Undang-undang Nompr 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985
Komor 73, Tambahan Lembaran Negarz HNomor
3316);

. Undang—-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Nedara (Lembaran
Negara Tahun 1986 HNomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3344);

. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1880 :tentang

Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara di Jakarta, Medan, dan Ujung Pandang
(Lembaran  Negara Tahun 1990 Nomor 80
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3429);

MEMUTUSEAN :

EEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMBENTUEKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YANG
BERKEDUDUEAN DI JAKARTA, HEDAN,  PALEMBANRG,
SURABAYA DAN UJUNG PANDANG.

Pasal 1

Hembentuk lima Pengadilan Tata Usaha Negara masing-mnasing:
1. Pengadilan

Jakarta;

Tata Usaha Negara Jakarta, berkedudukan di



. Pengadilan Tata Usaha Hegara Hedan, berkedudukan di

Hedan;

. Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, berkedudukan di

Palemnbang;

. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, berkedudukan di
Surabaya; , _

. Pengadilan Tata Usaha Nedgara Ujung Pandang,

berkedudukan di Ujung Pandang.

Pasal 2

(1) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, wilayah hukuomnya

(2)

(3)

(4)

(5)

neliputi seluruh wilayah Kotamadya yang terdapat dalam
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, serta seluruh EKabupaten
dan Eotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam
propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Barat, Kalimantan
Barat, KEalimantan Timur, EKalimantan Selatan dan
KEalimantan Tengah.

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, wilayah hukumnya
meliputi seluruh Eabupaten dan EKotamadya Daerah
Tingkat II yand terdapat dalam Propinsi Daerah Tingkat
I Sumatera Utara, Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Barat
dan Riau.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, wilayah
hukumnya meliputi seluruh Eabupaten dan EKotamadya
Daerah Tingkat I yang terdapat dalam Propinsi Daerah
Tingkat I Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, dan
Lampung.

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, wilayan
hukunnya meliputi seluruh Eabupaten dan Kotamadya
Daerah Tingkat I1 yang terdapat dalam Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah istenewa
Yogyakarta.

Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandahg, wilayah
hukumnya meliputi ' seluruh Kabupaten dan EKotamadya
Daerah Tingkat 11 yang terdapat dalam Propinsi Daerah
Tingkat I Sulawesl Selatan, Sulawesi Tenggara,

S
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Sulawesl Tengah, Sulawesi Utara, Bali, Rusa  Tenggara
Barat, Nusa Tenggara Timur, Timor Timur, Maluku, dan
Irian Jaya. ) ‘

Pasal 3 . |

(1) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Surabaya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat
(4), termasuk dalam wilayah hukun Pengadilan Tingdi
Tata Usaha Negara Jakarta.

(2) Pengadilan Tata Usaha Nedara MHedan dan Palenbang
sebagaimana dimaksud dalawm Pasal 2 Ayat (2) dan Ayat
{3), termasuk dalam wilayah hukun Pengadilan Tata
Usaha Nedara Hedan.

(3) Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang sebagaimana
dimsksud dalam Pasal 2 Ayat (5H) termasuk dalam wilayah
bukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  Ujung
Pandang.

Pasal 4
Sengketa Tata Usaha HNegara vang pada saat
terbentuknya Pengadilan Tata Usaha Nedara secbagaimana

dimaksud dalam Pasal 1:

a. telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan
negeri dalam 1lingkungan Peradilan Umnom di selurnh
wilayah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tetap
diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri tersebut;

b. sudah diajukan kepada Pengadilan Negeri dalam
lingkungan Peradilan Umum di seluruh wilayah hukum
sebagaimnana dimaksod dalam Pasal 2 tetapi belum
diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha
vang wilayah hukumnya meliputi wilayaﬁ hukuh Pengadilan
HRegeri yang bersangkutan.

Pasal 5
Pembiayaan yvang diperlukan dalam rangka pembentukan
dan pewmbinaan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana



S
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dimaksud dalam Pasal 1, dibebankan pada anggaran
Departemen Kehakiman.

Pasal 6
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
mulai diterapkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1886
tentang Peradilan Tata Usaha Negara. !

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Oktober 1980
PRESIDEN REPUBLIE INDONESIA

ttd

SOEHARTO
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KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1982
TENTANG PEMBENTUEAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
DI BARDUNG, DI SERARANG, DAN DI PADANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
HMenimbang : a. bahwa sesual dengan ketentuan Pasal 8 ayat
(1) Undang-undang Nomor S5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha  Negara,
Pengadilan Tata Usaha Negara pada dasarnya
perlu dibentuk di setiap Kotamadya atau
Ibukota Kabupaten;

b. bahwa Pengadilan di 1lingkungan Peradilan
Tata Usaha Negara merupakan lembaga baru
dalam tatanan hukun Indonesia, dan
pembentukannya memerlukan perencanaan
oserta persiapan yvang sebaik-baiknya,
sehingga pelaksanaannya perlu dilakukan
secara bertahap.

c. bahwa pada tahap pertama telah dibentuk
Pengadilan Tata usaha Negara yang
berkedudukan di Hedan, di Palembang, di
Jakarta, di Surabaya, dan di Ujung Pandang;

d. bahwa pada tahap kedua dengan memperhatikan
premerataan kesempatan memperoleh keadilan
dan perlindungan hukum serta tercapainya
renyelesaian perkara secara sederhana,
cepat dan biaya ringan, dipandang perlu
untuk menbentuk Pengadilan Tata  Usaha
Negara yang berkedudukan di Bandung, di
Semarang, dan di Padang; ?

e. bahwa sehubungan dengan pertimbangan
tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal
9 Undang-ondang Nomor 5 Tahun 1983- tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, maka perlu
menetapkan pembentukan Pengadilan Tata
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Usaha Negara di Bandung, di Semarang, dan di
Padang dengan Keputusan Presiden;
Nengingat : 1. Pasal 4 ayat 91) Undang-Undang Daaar 1945; -

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1870 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok - Kekuassaan
Eehakinan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);

3. Undang-undang HNomor 14 Tahun 1985 tentang
Hahkemah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985
Nomor 973, Tambahan Lembaran HNegara HNaonor
3316);

4. Undang-undang Nowor 5 Tahun 1988 tentang

' peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran
Negara Tahun 1888 Nomor 77, Tﬁnbahan
Lemharan Negara Romor 3344); .

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1980 tentang
Pembentukan Pengadilan Tingdi Tata Usahs
Negara Jakarta, Hedan, dan Ujung FPandang,
(Lembaran Negara Tahun 18990 XNomor 80,
Tanmbahan Lembaran Hegara Nomor 3429);

6. Eeputusan Presiden HNomor 352 Tahun 1980
tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha
NHegara di Jakarta, Medan, Palembang,
Surabaya, dan Ujung Pandang;

HEMUTUSEAN
Menetapkan: EEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMBENTUEAN PENGADILAN TATA USAHA REGARA YANG
BEREEDUDUEAN DI BANDUNG, DI SEMARANG, DAN DI
PADANG.

Pasal 1
Membentuk tiga Pengadilan Tata Usaha Negara masing-masing:
1. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, berkedudukan di
Bandung.

2. Pengadilan Tata Usaha Negara Senarang. berkedudukan di



Semarangd.

3. Pengadilan Tata Usaha Regara Padang, berkedudukan d3i
Padang.

Pasal 2

(1) Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha WNegara Bandung,
meliputi seluruh wilayah EKsebupaten dan Kotamadya
Daerah Tingkat II yang terdapat dalam wilayah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Barat.

(2) Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Hegﬁrn Semarang,
meliputi seluruh wilayah Kabupaten dan Kotamadya
Daerah Tingkat I yang terdapat dalam wilayah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan wilayah Propinsi
Daerah Istimewa Yodyakarta.

(3) Daerah hukum Pengadilen Tata Usaha Regara Padang,
neliputi seluruh wilayah EKabupaten dan Eotamnadya
Propingli Daerah Tingkat I Sumatera Barat dan wilayah
Propinsi Daerah Tinﬁkat I Riau.

. Pagal 3

(1) Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan Semarang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat
(2) termasuk delam daerah hukum Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta.

(2) Pengadilan Tate Usaha Negaera Padang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) termasuk dalam dasrah
hukun Pengadilan Tinggi Tatz Usahas Negara Medan.

Pasal 4 ‘
Dengan terbebtuknya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung,
Pengadilan tate Usaha Semarang dan Pengadilan Tata Usaha
Negara Padang, maka:
a. daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Tata Usaha
Regara Jakartsa;
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b. daerah hukur Pengadilan Tata usaha Negara Semarang
dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Tata Usahas
Nedara Surabaya;

c¢. daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Hegara: Padang
dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan; '

Pasal 5 :

Sengketa Tata usaha Negara vang pada saat terbentuknya

Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diﬁaksud dalam

Pasal 1: .

a. telah diperiksa tetapi belum diputus masing-masing oleh
Pengadilan Tata usaha Negara Jakarta, Surabﬁya, dan
Medan tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata
Usaha Negara tersebut;

b. telah diajukan masind-masing kepada Pengadilan Tata
Usaha Nedara Jakarta, Surabaya, dan Medan tetapi belun
diperiksa, dilimpahkan kepada Pendadilan Tata Usaha
Negara Bandung, Semarang dan Padang.

Pasal &
Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan dan
pemnbinaan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Pengadilan
Tata Usaha Negara Semarang dan Pengadilan Tata Usaha

Hegara Padang, dibebankan pada anggaran Departemnan
Eehakiman.

Pasal 7
(1) Penetapan kelas Pengadilan Tata Usaha Negara, tudas,
fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Pengadilan Tata
Usaha Negara Semarang dan Pengadilan Tata Usaha Regara
Padang ditetapkan oleh Hnteri Kehakiman, gsetelah

mendapat persetujuan dari Henteri vang
bertanggungdjawab di bidand pendayadunaan aparatur
negara.
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(2) Tugas dan tanggunga Jawab serta tata kerja
kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Nedara Bandung,
Pengadilan Tats Usaha Negara Semarang dan Pengadilan
Tata Usaha HNegara Padang ditetapkan oleh MHahkamah
Agung setelah memndapat persetujuan dari Menteri vyang

bertanggung Jjawab di bidang pendayvagunaan aparatur
negarsa. :

Pasal 8
Eeputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanégal 1 April
1992. ;
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 1992
PRESIDER REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO



MAHEAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : MA/Kumdil/213/VII/K/1991 Jakarta, 9 Juli 1981

KEPADA YTH.
1. SDR. KETUA PENGADILAN TINGGI
TATA USAHA NEGARA
2. SDR. EETUA PENGADILAN TATA
USAHA NEGARA
DI
SELURUH INDONKESIA

SURAT EDARAN
ROHOR 2 TAHUN 1881
TERTANG
PETUNJUK PELAKSANAA BEBERAPA KETENTUAN
DALAM URDANG-URDANG NOHOR 5 TAHUN 1986
TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Agar terdapat kesamaan penafsiran oleh para Hakim
terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-undang HRomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Regara, ' khususnya
rengenai Hukun Acara, makas dipandang perlu untuk
memberikan Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) mengenail beberapa
ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara kepada para Hakim Tindggi dan
para Hakim dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha HNegara
sebagai berikut :

I. Penelitian Administrasi Oleh Staf Eepaniteraan -

1. Petugas yang berwenang untuk melakukan pehelitian
administratif adalah Panitera, Wakil Panitera dan
Panitera Muda Pengganti, sesnai dengan pembagian
tugas vang diberikan.

2. Pada setiap surat gugatan yang mnasuk haruslah

e
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6.

segara dibubuhi stempel dan tangdal pada sudut

kiri atas halaman pertama yang menunjukkan menge-

nal :

a. Diterimanya surat gugatan yang bersangkutan;

b. Setelah sedgala persyaratan dipenuhi dilakukan
pendaftaran nomor perkaranya setelah mombayar
panjar biaya perkara; |

c¢. Perbaikan formal surat gugatan (jika nemnang ada).

. Surat gugatan tidak dibubuhi meterai tempel, karena

hal tersebut tidak disyaratkan oleh Undalng—updang.

. Nomor register perkara di Pengadilan Tinggi Tata

Uzaha Negara harus dipisshkan antara perkara
pemeriksaan tingkat banding dan perkara vang
diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Useha Negara
sebagai instansi tingkat pertama (vide Pasal 48 Jo,
Pasal 51 Ayat (3)).

. Di dalam kepala surat, alamat EKsntor Pengadilan Tata

Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tatg Usaha
Negara harus ditulis secara lengkap termasuk kode
posnya, wWalaupun mundgkin kotanya berbeda. :

Hisalnya : Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
JRLEN T e—m Homor ....... Sk
Di
Sidoarjo
Kode pos .......

Tentang hal ini harus disesuaikan dengan penyebutan

vang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 19

Tahun 1960 dan EKeputusan Presiden Nomor 52 Tahun

1880.

a. Identitas penggugat harus dicantumkan SecHara
lengkap dalam surat gugatan sebagaiman vang
ditentukan dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 3§
Tahun 1986.

Dalam identitas tersebut harus dicantumkan dengan
jelas alamat yang dituju sSecara lengkap agar

e
)
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nenudahkan pengiriman turunan surat gugatan dan
panggilan-panggdilan  kepada pihak = yang
bersangkutan. '

. Untuk memudahkan penandanan kasus-kasus dan demi
keseraganan nodei surat gugatan maka dalam surat
gugatan harus disebutkan terlebih dahulu nama
dari pihak penggugat pribadi (in person) dan baru
disebutkan nama kuasa vangd mendampinginya,
sehingga dalam register perkara akan tampak jelas
siapa pihak-pihak yeng berperkara senyatannya.

. Penelitian administratif supaya dilakukan secara
formal tentang bentuk dan isi gugatan sesuai
dengan Pasal 56, dan tidak menyangkut sogl
nateriil gugatan.

Namun dalam tahap ini Panitera harus memberikan
petunjuk-petunjuk seperlunya dan dapat meminta
kepada pihak penggugat untuk memperbaiki yang
dipandang perlu.

Sekalipun demikian, Panitera tidak berhak menolak
pendaftaran perkara tersebut dengan dalih apa pun
Jjuga yang'berkaitan dengan materi gugatan.

. Pendaftaran perkara di tingkat pertama dan

banding dimasukkan dalam register setélah yang
bersangkutan membayar uang muka atau panjar biaya
perkara, yang ditaksir oleh Panitera sesuai Pasal
58 sekurang-kurangnya sebesar Rp 50.000,00 {limna
puluh ribu rupiah). |

- Dalam perkara yang diajukan melalui pos, Panitera
harus memberitahu tentang pembayaran uang muka
kepada prenggugat itu untuk memenuhinya dan
kemudian diterima di Kepaniteraan Pengadilan,
terhitung sejak tanggal dikirimkannya  surat
pemberitahuan tersebut.

Setelah lewat tenggang waktu 6 (enam) bulan
tersebut dan wusng wpuka biaya perkara belumn
diterima di kepaniteraan, maka perkara penggugat

Ll
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tidak akan didaftar.

¢. Walaupun gugatan yvang dikirim melalui pos selamna
masih belum dipenuhi pembayaran uang mnka biaysa
prerkara dianggap sebagal surat biasa, akan tetapi
kalau sudah jelas merupakan suatu surat_ gugatan,
maka haruslah tetap disimpan di Panitera HMuda
Bidang Perkara dan ‘harus dicatat dalﬁn Bulu
Pembantu Register dengan mendasarkan padaftanggal
diterimanya gugatan tersebut, aﬁar dengan
demikian ketentuan tenggang waktu dalam Pasal 55
tidak terlampani. : I

. Dalam hal penggugat bertempat tinggal Jjauh dari

Pengadilan Tata Usaha HNegara di mana iz akan

nendaftarkan gugatannya, wmaka tentang pembayaran

sang muka biaya perkara dapa ditempuh dengan cara :

a. Panjar biaya perkara dapat dibayarkan melalui
Pengadilan Tata Usaha HNegarsa nana Igugatan
diajukan yang terdekat dengan tempat tinggalnya.
Ongkos kirim ditanggung penggugat di luar ' panjar
biaya perkara. ]

b. Panjar biaya perkara dikirimkan langsung kepada
Pengadilan Tata Usaha Negara di nana ia
mendaftarkan gudatannya.

. a. Dalan hal suatu pihak didampingi oleh Kuasa, mala

benruk Surat EKuasa harus memenuhi persyaratan
formal dari Surat 8Kuasa Khusus dengan meterail
secukupnya, dan ©Surat RKuasa Khusus yang yang
diberi cap Jempol haruslan dikuatkan
(waarmerking) oleh pejabat yang berwenang.

b. Surat EKuasa EKhusus bagi Pengacara/Advokat tidak
perlu dilegalisir.

c. Dalanm pemberian kuasa dibolehkan adanya
substitusl tepi dimungkinkan pula adanya hkuasa
isidental.

d. Surat Euasa tidak perlu didaftarkan di
Eepaniteraan Pengadilan Tata'U;aha Nedaras.

S
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10. Untuk menudahkan pemeriksaan perkara selanjutnya

maka setelah suatu perkara didaftar dalam register
dan memperoleh nomor perkara, oleh staf Eepaniteraa
dibuatkan resume gugatan terlebih dahulu sebelum
diajukan kepada EKetua Pengadilan, dengan. bentuk
formal vang isinya pada pokoknya sadalah fsebagai
berikut : |

a. Siapa subyek gugatan, dan apakah penggugat maju
sendiri ataukah diwakilkan oleh kuasa.

b. Apa yang menjadi obyek gugatan, dan apakgh obyek
gugatan tersebut termasuk dalam = pengertian
Eeputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi unsur-
unsur Pasal 1 butir 3.

c. Apakah vwang menjadi alasan—alasan gugatan, dan
apakah alasan tersebut memenuhi unsur Pasal 53
Ayat (2) butir a, b dan c.

d. Apakah yang menjadli pertitum atan isi dugatan,
yvaitu hanya pembatalan EKeputusan Tata Usaha
Nedara saja, akaukah ditambah pula dengan
tuntutan ganti rugi dan/atauv rehabitasi.

Untuk penelitian syarat-syarat formal gugatan,

Panitera atau staf Kepaniteraa dapat memeberikan

catatan atas gugatan tersebut.

IT. Prosedur “Dismissal”

1.

a. Ketua Pengadilan berwenang nenanggil dan

nendengar keterangan para pihak sebelun
menentukan Penetapan Dismissal apabila dipandang
perlu.

b. Tenggand waktu yang ditentukan menurut Pasal 55
sejak tanggal diterimanya Keuptusan Tata Usaha
Negara oleh penggugat, atau sejak diunﬁnkannya
keputusan tersebut, dengan ketentuan. bahwa
tenggang waktu itu ditunda (schors) selama
proses peradilan masih berjalan menurut Pasal 62
jo, Pasal G63.
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2.

¢c. Dalam pada itu diminta agar EKetua Pengadilan
tidak terlalu nudah nenggunakan Pasal 62
tersebut, kecuali mengenai Pasal 62 Ayat (1)
butir a dan e.

Pemeriksaan Dismissal dilakukan oleh ZXetua, dan

Eetua dapat Jjuga menunjuk seorang Hakim sebagai

Reporteur (Raportir).

. Penetapan Dismissal ditandatangani oleh Ketua dan

Panitera EKepala/Wakil Panitera (Wakil Ketua dapat
pula menandatangani Penetapan Dismissal dalam hal
Eetua berhalangan).

Pemeriksasan Dismissal dilakukan =secara singkat
dalam rapat permusyawaratan. Pemeriksaan gugatan
perlawanan terhadap penetapan Dismissal Juga
dilakukan dengan acara singkat Pasal 62 Ayat (4).

. Dalam hal =adanya petitum gugatan vang nyata-nyata

tidak dapat dikabulkan, naka dimungkinkan
ditetapkan Dismissal terhadap bagian :petitun
gugatan tersebut.

KEetentuan perlawnan terhadap ketetapan Dismissal
Juga berlaku dalam hal ini.

I1I. Pemeriksaan Persiapan (Pasal 63)

1.

2.

Tujuan pemeriksaan persiapan adalah untuk
menenangkan perkara. Segala sesuatau yang akan
dilakukan dari jalan pemeriksaan pérsiapan
tersebut  diserahkan kepada  kearifan  dan
kebijaksanaan Ketua Majelis.
Oleh karena ijitu dalam pemeriksaan persiapan
nenanggil pendgugdat untuok nenyempurnakan
gugatannya dan/atau tergugat untuk diminta
keterangan/penjelasan tentang keputusan yang
digugat, tidak gselalu harus didengar secara
terpisah (Pasal 63 Ayat 2 a dan b).
a. Pemeriksaan persispan dilakukan di ruangan
nusyawarah dalam sidang tertutup untuk umun,

S
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tidak harus di ruangan sidang, bahkan dapat
pula dilakukan di dalam kamar kerja Hakim tanpa
mnenakal toga. .

. Peneriksaan persiapan dapat pula dilakukan oleh
Hakin Anggota yang ditunjuk oleh Ketua ;Hajalis
sesual dengan kebijaksanaan yang diﬁetapkan
oleh Ketua Hajelié. :

. Maksud Pasal B3 Ayat (2) b tidak terbastas hanya
kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang
digugat, tetapi boleh juga terhadap siapa saja
yang bersangkntan dengan . data-data yang

diperlukan untuk mematangkan perkara tersebut.

. Dalan tahap pemeriksaan persiapan maupun selama

pemeriksaan di muka persidangan yang terbuka

untnk unumn dapat dilakukan peneriksaan
setempat..

. Dalam melakukan pemeriksaan setempat tidak

perlu harus dilaksanakan oleh majelis lengkap,
cukup oleh salah seorang Hakim Anggota yang
khusus ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan
setempat. Penugasan tersebut dituangkan dalam
bentuk penetapan.

. Apabila dipandang perla untuk nenentukan

dikabulkan atau tidaknya permohonan penundaan
itu, oleh Hajelis yang bersangkutan dapat pula
nengadakan pemeriksaan setempat.

Majelis Hakim yang menangani suatu perkara
berwenang sepenuhnya untuok nemberikan
putusannya terhadap perkara tersebut, termasuk
pemberian putusan menyatakan gugatan penggugat
tidak  dapat diterima (niet  ovankelijk
verklaard) untuk seluruhnya atan Isebagai
gugatan, wmeskipun perkara itu telah . lolos
dari dismissal proses.
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IV. Upaya Administratif (Pasal 48 Beserta Penjelasannya)

Sehubungan dengan kerancuan penggunaan ist;lah

“keberatan” dalam beberapa peraturan dasar dari instansi/

lembaga yang bersangkutan, maka perlu dijelaskan sebagail
berikut : '

1. Yang dimaksud upaya administratif aadlah :
a. Pengajuan surat Keberatan (bezwaarschrift) yang

ditujukan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara
vang mengeluarkan keputusan (penetapan/besqhikking)
semula.

. Pengajuan surat banding administratif

{adninistratief beroep) yang ditujukan kepada atasan
pejabat atau instansi lain dari Badan/PejaHat Tata
Usaha Hegara vyang mengeluarkan keputusan vang
berwenang memeriksa ulang EKeputusan Tata Usaha
Hegara yang disengketakan.

. Apabila peraturan dasarnya hanya menentukan adanya

upaya administratif berupa pengajuan surat
keberatan, maka pgugatan terhadap Keputusan Tata
Usaha HNegara yang bersangkutan diajukan kepada
Pengadilan Tata Usaha Negara.

. Apabila peraturan dasarnya menentukan adanja upaya

administratif berupa pengajuen keberatan dan/atau
mewajibkan pengajuan surat banding administratif,
naka gugatan terhadap Eeputusan Tata Usaha Negara
yang  telah diputus dalam tingkat  banding
administratif diajuksn langsung kepada Pengadilan
Tinggi Tata Usaha NHegata dalam tingkat pertama yang
berwenang.

V. Tenggang Waktu (Pasal 55)

1.

Penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksuad
Pasal 55 terhenti/ditunda (dgeschorst) pada wakta
gugatan didaftarkan di Eepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara yang berwenang.

S
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2,

Sehubungan dengan Pasal 62 Ayat (6) dan Pasal B3
Ayat (4) maka gugatan baru hanya dapat diajukan
dalam sisa tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada
butir 1.

. Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Eeputusan

Tata Usaha Negar tetspli yang merasa kepentingannya
dirugikan, mala tenggang waktu sebagaimanas dimaksud
dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat
ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Eeputusan
Tata Usaha Negara dan mengtahuli adanya keputusan
tersebut.

V1. Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Nedara yang
Digugat (Pasal 67)

1.

Setiap tindakan prosesual persidangan dituangkan
dalam bentuk “Penetapan”, kecuali putusan akhir
vang harus berkepala "Putusan®.

. Penundaan yang dimaksud dalem Pasal 67 Ayat (4) sub

a dan b dapat dikabulkan dalam 3 (tiga) tahapan

prosesual, yaitm

a. Selama permohonan penundaan tersebut masih di
tangan EKetuna, Penetapan Penundaan dilakukan oleh
Ketua dan ditandatangani oleh Eetua dan
Panitera/Wakil Panitera.

b. Setelah berkas perkara diserahkan kepada
Hajelis, mnaka MHajelis pun dapat mnengeluarkan
Fenetapan Penundaan tersebut baik selama proses
berjalan setelah mendengar kedua belah pihak
naupun pada putusan akhir, ditandatangani oleh
Ketua Majelis dan Panitera, kecuali pada putusan
akhlir harus ditandatangani oleh Majelis Lengkap.

c¢. Pencabutan Penetapan Penundaan yand dimaksud,
dapat dilakukan :

*) Selama perkara masih di tangan Ketua,
dilakukan oleh EKetua sendiri, kecuali putusan
akhir vyang harus ditandatangani oleh Ketua
Majelis dan Panitera Pengganti.
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%) Apabila perkara sudah di tangan Majelis,
pencabutannya dapat dilakukan oleh Hajelis
vang bersanghkutan.

d. Balk pengabulan penundaan Keputusan Tata Usaha
Negara yang digugat  maupun peﬁeébutannya
dilakukan dengan mnenuangkannya dalam. bentuk
penetapan kecuali yang dituangkan dqlan: putusan
akhir. . |

. Di dalam formulir Penetapan Pengabulan Penundaan
vang dilakukan oleh Ketua tersebut: diFanbahkan
anak kalimat; "kecuali ada penetapan lain di
kemudian hari”™.

3. Cara penvampalan Penetapan Penundaan tersebut,
mengingat sifatknya yang sangat mendesak itu dapat
dilakukan dengan cara pengiriman telegram/telax,
cukup extract penetapannya saja vang kemudian harus
disusul dengan pengiriman = Penetapan selsngkapnya
via pos.

4. Apabila ada Penetapan Penundaan dimaksud yang tidak
dipatuhi oleh tergugat, maka ketentuan Pasal 116
Ayat (4),(5) dan (B) dapat dijadikan pedoman dan
dengan menyampaikan tembusannya kepada: Eetua
Mahkamah Adung R.I., Menteri Eehakima R.I., Henteri
Pendayagunaan Aparatur Negara R.I. (surat Menpan
Romor B 471/1/1881 tanggal 28 Hei 1881 tentang
Pelaksanaan Putusan Tata Usaha Negara).

¥11. Pembakuan Amar Putusan
Sehubungan dengan ketentuan Pasal 53 tentang
petitum gugatan dan Pasal 97 Ayat (7) tentang putusan
pengadilan, naka untuk keseragaman buyi amar putusan
adalah sebagai berikut :
1. Hengabulkan gugatan penggugat..
2. Menyatakan batal EKeputusan Tata Usaha Negara vang
disengketakan yang dikeluarkan oleh (nama instansi atau
nama Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, tanggal........

10
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Nomor ........ perihal ........ ) atau menyatakan tidak
sah Eeputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan yang

dikeluarkan oleh (nama instansi atau nama Badan/Pejabat

Tata usaha Negara, tanggal .......... Nogmor........

perihal .............. ... ).

VIII. Perdamaian

Remungkinan adanya perdamaian antara pihak-pihak
hanya dapat terjadi di luar persidangan. Sebagai
konsekuensi perdamaian tersebut, pengdgugat, mnencabut
gugatannya secara resmi dalam sidang terbuka untuk umum
dengan nenyebutkan alasan pencabutannya. Apabila
pencabutan gugatan dimaksnd dikabulkan, maka Hakim/Eetua
Majelis memerintahkan agar Panitera mencoret gugatan
tersebut dari register perkara. Perintah pencoretan
gugatan tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka
untuk umum.

Demikian Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) menganai
beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1886
tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk diperhatikan dan
dilaksanakan.

EETUA HAHEAMAH AGUNG R.I.
u.b.

KEETUA HUDA MAHEAMAH AGUNRG R.I.
URUSAN LINGEUGAN PERADILAN
TATA USAHA NEGARA,
ttd

INDROHARTO, S.H.

11



	logo: 


